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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/ o7¢ /DPKP-1/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI,
PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI, PENANGANAN SENGKETA INFORMASI
PUBLIK, PENETAPAN DARI PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMAS] PUBLIK,
PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI, PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana
dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap
penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan
segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

b, bahwa untuk kelancaran pelayanan informasi dan

dokumentasi, perlu penetapan standar operasional
prosedur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permohonan
Informasi, Pengelolaan Keberatan Informasi, Penanganan
Sengketa Informasi Publik, Penetapan dari Pemutakhiran
Daftar Informasi Publik, Pengujian tentang Konsekuensi,
Pendokumentasian Informasi Publik dan
Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan pada
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3887) :




Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelanggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1026);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi
Publik(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);

™
.

eraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
omor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
usunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan Yth.:

Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI, PENGELOLAAN
KEBERATAN INFORMASI, PENANGANAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK, PENETAPAN DARI PEMUTAKHIRAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK, PENGUJIAN TENTANG
KONSEKUENSI, PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN

PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Standar operasional prosedur pengelolaan  permohonan
informasi, pengelolaan keberatan informasi, penanganan
sengketa informasi publik, penetapan dari pemutakhiran
daftar informasi publik, pengujian tentang konsekuensi,
pendokumentasian informasi publik dan pendokumentasian
informasi yang dikecualikan pada Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran I,
Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan ini
dibebsankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 0F Aym) 2023

KEPALA DINAS,

—

e

EDI ROMDHONI

1. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Komisi Informasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
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LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
PERMOHONAN INFORMASI, PENGELOLAAN
KEBERATAN INFORMASI, - PENANGANAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK, PENETAPAN DARI
PEMUTAKHIRAN ~ DAFTAR  INFORMASI ~ PUBLIK,
PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI,
PENDOKUMENTASIAN ~ INFORMASI ~ PUBLIK  DAN
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PADA DINAS PERTANIAN ~ DAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

/ DPKP-I11/2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

Akitivitas

Pelaksanaan

Mutu Baku

Pemohon
Informasl

Petugas
Layanan

PPID Pelaksana | PPID Utama Kelengkapan Waktu { Menlt) | Output

Nengisi Nornmulir porminiaan
informasi pebli. haik melalui
formalir ook saepua online,
dengan memy criskan iadentitas
[cmobon dar mslansd

-

Formulir, ATK, 10

Pengajuan
Komputer, Internet

¥

Memcroma permohana Jan
memberian tarada bulli
Pencrimaan pormintahan informasi
Pl

L

ATK, Komputer,
Internet

0 Tanda bukti

\icnombang porminiaan informas
| arehar Gmm diabalkan slau
Seome

\icagumpulian bahan informasl
scmssi dengan yang akan diberikan

| kemada pematon dengan
berboordimasl dengan bidang
vt sciambas-lambatnya dalam
14 bart kevje sezak permohonan

[ |

tidak

ATK, Komputer,
yo [nternet

2100 Rumusan

informasi

v

L}

| Mcmeniksa dan mengoreksi
| Lomsep bahan informasi yang akan
| dibcrikan hepada pemohon

ATK, Kompuer, 15

4 Informasi
internet

I
e

Maemberiian informasi yang telah
dkumpulken kepada pemohon

wformasi

ATK, Kompuer, 10

Informasi
Internet

Memboat dan mengerimkan surat
pemberitauan )y ang mencantumicen
alasan Spenolakkan lerhadap
pemohion informasi

ATK, Kompuer, 5

Surat balasan
Imernel

Menyimpang anip balasas
perseiujuan slsy penolakican.

= farma » ang iclab ¢ Soniae

i
rﬁE

Keterangan

Melalui surat tanda
tangen PPID/ PPID
Pelaksana

Melalui surat tanda
tangan PPID/ PPID
Pelaksana

ATK, Kompuer, 5 Arsip permohonan

) informasi publik

KEPALA DINAS,

EDI ROMDHONI




LAMPIRAN 11
KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
PERMOHONAN INFORMASI, PENGELOLAAN
KEBERATAN INFORMASI, .PENANGANAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK, PENETAPAN DARI
PEMUTAKHIRAN ~ DAFTAR  INFORMASI  PUBLIK,
PENGUJIAN TENTANG

/DPKP-111/2023

PENDOKUMENTASIAN
PENDOKUMENTASIAN
DIKECUALIKAN

BELITUNG

INFORMASI
INFORMASI
PADA  DINAS

KONSEKUENSI,

PUBLIK  DAN

YANG
PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI

i . _ PELAKSANA , _ PENDUKUNG _keterangan _ |
' | 1 Desk {
ne [ KERMATAN T;?ror::g { Peiayanar.\ PPID AL‘:SN w Kelengkapan Waktu Output
I ) Informasi - i o - R
1 | Pemohon informasi mengajukan keberatan secara 1|
Etertuns kepada atasan P?ID (Peiapat Pengelola 4 | } i Formulir paling lambat pamohoh
! Informasi dan Dokumentasi) melalui PPID dengan ¥t Wt i R
1 s keberatan 10 hari kerja terdaftar
mengisi formulir  Keberatan atas pemberian
| informasi. i ’
2 EDesk pelayanan Informasi menyerahkan formulir { l 1 i Earmulie pemahon
| permohonan Keberatan atas pemberian informasi i ! : ) 5 Menit
| kepada pemohon untuk diisi. S e | i | oAl |
3 Desw Pelayanan (nformasi mencatat datam buku l \ ] l
register  keberatan,  memeriksa  kelengkapan |
| administrasi  dan memberikan  tanda  terima A i | l Et;z:;;reagt'::‘m l 5 Menit f::?;?;?
Keberatan atas  pemberian informasi  dan ioncouy
| memberikan salinan formulirya. | SRS, m— |
4 | Desk Pelayanan Informasi mencatat pengajuan o ) T R T .Catatan
keberatan  dan  menyerahkan  permohonan e} [ ' 5 Menit vabbiatEn
| keberatan kepada PPID. B e e , -
5 | PPID menyampatkan formulir keberatan kepada ! Paling lambat
atasan  PPID  sejak  diterimanya  pengajuan i E 3 Han selnk‘ Formulir
| keberatan. ! : ; k:;:;{:q diterimanya keberatan
] { | pengajuan tersedia
i } keberatan
6 | Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis | 30 hari kerja
kepada Pemohon informasi yang mengajukan | sejak  dicatat
| keberatan/piha?ﬁyang menerima kuasa sejak dicatat ‘5 ~ | pengajuan tanggapan
| dalam buku register keberatan. | keberatan tertulis
| i tersebut (surat
i dalam  buku | tanggapan)
| ! register
¥ -4 - Y —— . o keberatan | .

KEPALA DINAS,
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LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.4/  /DPKP-III/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
PERMOHONAN INFORMASI, PENGELOLAAN
KEBERATAN INFORMASI, PENANGANAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK, PENETAPAN DARI
PEMUTAKHIRAN  DAFTAR  INFORMASI  PUBLIK,
PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI,
PENDOKUMENTASIAN ~ INFORMASI  PUBLIK ~ DAN
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PADA DINAS PERTANIAN  DAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

[' ! T T
l‘ l i| Pelaksaza Pendukung
No | Keglatan l | | ‘ I[ l HKeterangan
| Pemohon | PPID atau PPID Komisi |
| |
\ || Informasi | Pembastu | Atasan PPID | Informasi | Kelenghapan \ Waktu Output
| |
: | | ‘ |
I 1M vt secati ey Kepudu | (1) Fonmudi Pengajunn Reberati Puas I e juin keju, Depkas pronuhonin
1Ata akna 10 [sepuluhy) hari Tnfonmiast Publik vang tersedin di mejn sl 10 {epuluh) hut informasi yang telal diisi
| kerpe sepak permshoimn mformasi lecegistasi o | peluyanun PFI'[) ntaw ditampilian di ketja, sejak permchonan lenpkap dan dilmpiri
| i i R wehsite dan'ipat divnduh, (2) Fotocopy (informast teregistist futoropy fsean identtns
atan seun identts dict (NIK) dan i (1)
] pemolion yang mengajukan kebenatan
I - : o !
1 Menete Tim Gaslitasi sengkela infonmasi ! Tangaapan tertulis dari
peyakan penvelesann

Rt AL atusan PPN perilind
onnas, vang dibentuk oleh MIp ! L | mfonnas youg

ol disenpketokan
h PPID Lllp ma dan heranggotaken = i Dijukan dalan waki paling
i terkdt, peiabat vang nienanghi AT e lasmbat 1 (empat belas) Lan
iy, pejabat fungsional vang sesuci L P R -«I kerja setefali diterimanya

denpan kebutuhan mnggapan

tertulis dari Awsan PPID.

4
4 I!\!:'I.{’i'.‘llh‘l luporan proses penanganan senpketia

formast

5 | Melakukan upava penvelesaian Sengketa
| ‘lliui\lll!:xi Pulilile

L B
KEPALA DINAS,
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LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
PERMOHONAN INFORMASI, PENGELOLAAN
KEBERATAN INFORMASI, PENANGANAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK, PENETAPAN DARI
PEMUTAKHIRAN  DAFTAR  INFORMASI PUBLIK,
PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI,
PENDOKUMENTASIAN  INFORMASI  PUBLIK  DAN
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

JDPKP-111/2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN INFORMASI PUBLIK

BIDANG | pacran | BIDANG ]
URAIAN PROSEDUR PELAYANAN | TIM PPID ATASAN PENDOKUMENT KELENGKAPAN Waktu |
| INFORMASI Qutput
INFORMASI | PUBLIK PPID ASIAN & ARSIP { P
".‘n\r\yxa;ﬁnl1 data dan : k l___——1 ‘ D'orl{um—e—rim. o —'n'—Hart- T
nformasi R # pendukung dan i
semutakhiran Daftar Daftar Informasi
nlormas Publik o Publik !
Lienerima Daftar Dokumen 1 Hari T
Aformasi Publik — Pendukung dan !, !
Daftar Informasi !
R publik ‘ i
Rapat Koordinasi PPID ::‘ Surat Undangan ] 7 Hari Hasil
Pembantu diikuti cleh Rapat, Dokumen Keputusan |
<emua anggota Pendukung dan i Rapat
Daftar Informasi Pemutakhir
E | Publik ; an DIF PPID
Kebijakan Atasan ‘ [““:I | Dokumen O 7Hari | Kebijakan
PPID i — | Pendukung dan I | Ketua PPID
i | Daftar Informasi | atas
| Publik ] Pemutakhir
_— . an PPID
Dokurmen Daftar ! J:ﬂ Daftar Informasi 1 Hari DIP PPID
Informasi Publik yang ' M 7 Publik yang sudah
cudah dimutakhirkan dimutakhirkan i
untuk di | ‘
| dokumentasikan ! ' "
6. Meneri Ay T ‘
enertima D”"‘” ] Daftar informasi I e Oagkumenta,
Informasi Publik yang D Publik yang sudah | si PPID
sudah dimutakhirkan ] dimutakhirkan i
untuk di
dokumentasikan ! |

KEPALA DINAS,
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LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
PERMOHONAN INFORMASI, PENGELOLAAN
KEBERATAN INFORMASI, PENANGANAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK, PENETAPAN DARI
PEMUTAKHIRAN  DAFTAR  INFORMASI  PUBLIK,
PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI,
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK  DAN
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

/DPKP-111/2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

PELAKSANA OV |
TIM PENGUASAN
NO KEG[ATAN PERTIMBANGAN | INFORMASI/ PEMOHON TERKA[T
PPID PELAYANAN DOKUMEN
| INFORMASI (UNIT KERJA)
{_71 Melalkulkan kajian atas Informasi / Berkas permohionan
[ dokumen yang tidak termasuk informasi /dokumen
' dalam DIP dengan melibatkan Tim dari pemohon
i‘ pertimbangan pelayanan — informasi
E informasi
i 2 Memberikan  pertimbangan atas Ferundang-

Informasi / dokumen yang
dimaltsud  yang bersifat rahasia
Berdasarkan UU, Kepatuhan dan
kepentingan umum

undangan yang
dibutuhkan : UU
KIP dan PERKI
1/2010

1|

Menyampailkan kepada PPID atas
Status informasi / dolkumen yang
dintinta pemohon, apalkah
termasuk rahasia atau terbuka,

filka informasi / dokumen yang
dimaksud terbuka, maka PPID
memerintahkan kepada Penguasa
informasi/dokumen (UNIT KERJA)
untule menyerahkan informasi /
dokumen  yang dimaksud. Jika
status informasi/dokumen
dinyatakan rahasia  oleh  Tim
Pertimbangan Pelayanan
Informasi, maka PPID

membuat surat penolalan kepada
pemohon

b
v

||

Informasi/dokumen

yang telah
dinyatakan terbuka
untuk publik

Membetikan informasi/dokumen
vang diminta oleh pemohon yang
menandatangani tanda bulti
penerimaan atau  memberikan
surat penolakan kepada pemohon
jika status  informasi/dokumen
rahasia.

il.llni'llll]dh] ,J" dUIl\\.Illl[:ll
yang diminta oleh
Pemohon atau surat
penolakan kepada
pemohon jika status
informasi / dokumen
rahasia

]

KEPALA DINAS,
i

e —
g TR T

EDI ROMDHONI




LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.4/ - /DPKP—III/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
PERMOHONAN INFORMASI, PENGELOLAAN
KEBERATAN INFORMASI, PENANGANAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK, PENETAPAN DARI
PEMUTAKHIRAN DAFTAR  INFORMASI PUBLIK,
PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI,
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI  PUBLIK DAN
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN  PADA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

. ———

Melakukan koordinasi kepada petugas data
dan informesi untuk mendokumentasikan

berkas pelaksanadn wgas

Menghimpun berkas pelaksanian tugis

NMenyusun arsip pelaksanaun Wgas

 Mencatat :Lfsip })é!nksdﬁ;&hﬂ lu:gusi -

“Melaporkan hasil dokunienasi kepada

anggota

: Keterangan

Petupas data dan
informasi PPID___
4

() S—
Pada hari dan
Jam kerja

Berkas
Disposisi

Berkas
Pelaksamuan
Tugas

= BEE}?:EV Padataridan | Berkas
| m Disposisi Jam keria "
] | |
‘I ~\Bukas | Padaharidan o 1 \
j Jam kerja | |
} | IL |
i R S R VY “i"iaﬁ"lﬁﬁﬁéﬁm'fdﬁf)afa‘r's{]‘awwmﬁl S
! Jam kerja 1 %
i | ' *
! ' 1 |
T | Tl aporan “Padataridm | [ .

Jam kerja

EDI ROMDHONI




LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.4/ /DPKP-I1/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
PERMOHONAN INFORMASI, PENGELOLAAN
KEBERATAN INFORMASI, PENANGANAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK, PENETAPAN DARI
PEMUTAKHIRAN  DAFTAR INFORMASI  PUBLIK,
PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI,
PENDOKUMENTASIAN  INFORMASI PUBLIK  DAN
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PELAKSANA T MUTO BAKU N
No | URAIAN T ppip | Petwgas | | - 7T T T KETERANGAN
pelaksana Dokumentasi R Syeras Walitu PRRE :
Menghasiikan dan menyi%ﬁbEn T ) Data teru pd—été | dam Berkas Dokumen o
Informasi yang Dikecualikan - dan telah Informasi yang
pada masing-masing unit kerla [__._‘_&_‘j terverifikasi Dikecualikan
2 | Menyerahkan dan mendata ‘ Soft file 1lam Soft file
sofrcopy Informasi Publik N}’E:,,:J
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